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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
aksesInformasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor
6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggantu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun
2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah
Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/



Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Ke{a Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
danKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum; Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum  Republik IndonesiaNomor
533/HK.04-Kpt/03/KPU/X1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
Nomor : 15/ HK. 03. 1 -Kpt/ 5309/KPU -Kab/IV/2021:
Diatur Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke
Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.



CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada
tanggal 14 April 2021.
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